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SANDI ERYGAN: MASALAH PERBATASAN PERAIRAN LAUT INDONESIA-TIMOR LESTE 
PASCA REFERENDUM TAHUN 1999 (Ditinjau dari Konvensi 
Hukum Laut UNCLOS III 1982). 

 
         Sengketa, batas maritim Timor Leste Indonesia ditinjau dari hukum internasional. 
Secara geografis kondisi perbatasan Indonesia dengan Timor Leste mirip dengan 
perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Keduanya melibatkan batas darat dan laut, 
seperti juga antara Indonesia dengan Papua Nugini. Melihat penomena Australia selalu jadi 
masalah dalam negosiasi karena menginginkan bagian yang lebih banyak. Sebagian besar 
kesepakatan Australia mengutamakan aspek politis, bukan negosiasi legal”. Presiden Timor 
Leste ini jelas memberi perhatian tinggi pada isu perbatasan. upaya-upaya penyelesaian 
sengketa hukum laut internasional. I Made Andi Arsana, 2012,  Menetapkan Batas Maritim 
dengan Timor Leste, Di akses dari: http://puzzleminds.com/menetapkan-batas-maritim-
dengan-timor-leste-2/ 12 April 2014. Rumusan masalah yang akan di bahas: 1. 
Bagaimanakah penetapan batas laut wilayah Indonesia Internasional UNCLOS 1982?  2. 
Dengan penetapan atau peraturan Internasional dalam landasan Hukum 1982, terhadap 
Peraturan Hukum Maritim dan  tindakan Internasional. 3. Upaya apa saja yang dilakukan 
Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah perbatasan dengan Timor Leste.? 
            Jenis Penelitian yang digunakan penelitian Library  research dimana peneliti 
menggunakan buku-buku hukum yang berhubungan dengan perbatasan perairan laut 
Indonesia Timor Leste.  
           Selain itu pula, sesuai pasal 308, konvensi mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal 
didepositkannya piagam ratifikasi atau aksesi yang ke-60. Konvensi tersebut telah mulai 
berlaku semenjak tanggal 16 November 1994 dan sampai bulan Juli 2004 telah diratifikasi 
oleh 145 negara. 
Kata kunci :  Perbatasan laut Referendum 1999. 
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SANDI ERYGAN: BORDER PROBLEMS OF INDONESIA-TIMOR LESTE MARINE WATERS 

AFTER THE 1999 REFERENDUM (Judging from the UNCLOS III 1982 

Convention on the Law of the Sea). 

 

           The dispute, the maritime boundary of Timor Leste, Indonesia in terms of international 

law. Geographically, the condition of the border between Indonesia and Timor Leste is similar to 

the border between Indonesia and Malaysia. Both involve land and sea boundaries, as well as 

between Indonesia and Papua New Guinea. Seeing the Australian penomena is always a 

problem in negotiations because you want more of it. Most of the Australian agreements 

prioritize political aspects, not legal negotiations ”. The President of Timor Leste clearly pays 

high attention to border issues. efforts to resolve international maritime law disputes. I Made 

AndiArsana, 2012, Establishing Maritime Boundaries with Timor Leste, Accessed from: 

http://puzzleminds.com/menentuk-batas-maritim-dengan-timor-leste-2/ 12 April 2014. 

Formulation of issues to be discussed : 1. How is the maritime boundary determination of 

Indonesia International UNCLOS 1982? 2. With the establishment or international regulations 

in the basis of 1982 Law, against Maritime Law Regulations and international actions. Types of 

research. 

In addition, according to article 308, the convention came into force 12 months after the date of 

depositing the 60th charter of ratification or accession. The Convention has entered into force 

since 16 November 1994 and until July 2004 has been ratified by 145 countries. 
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